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  i 
ABSTRAK 
 
 
SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA 
PROVINSI RIAU TERHADAP KINERJA PEMBIMBING DAN PANITIA 
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DALAM MELAYANI JAMAAH 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jamaah haji yang tidak paham dan 
tahu kondisi, sejarah, dan tempat yang akan di tuju ketika melaksanakan ibadah 
nantinya serta ketidaksanggupan menghafal ayat-ayat atau do‟a dalam 
pelaksanaan ibadah, karena banyak yang berangkat dengan umur yang sudah 
lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengawasan Kantor 
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pembimbing dan 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dalam Melayani Jamaah. Data dikumpulkan 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis menggunakan 
metodologi deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, 
sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, berdasarkan hasil penelitian 
kesimpulan diatas bahwa penulis menyimpulkan, Sistem Pengawasan Kantor 
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pembimbing dan 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dalam Melayani Jamaah, Sistem pengawasan 
yang dilakukan dengan pengamatan langsung seperti sosialisasi, laporan lisan dan 
tulisan, tindakan perbaikan, Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan, supervisi yang 
diperlukan, kehadiran, dan konservasi.   
 
 
Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Kinerja Pembimbing dan PPIH 
 
  
  ii 
ABSTRACT 
 
 
This research is motivated by the Regional Office of the Ministry of Religion Hajj 
in the Supervision of the Performance of Hajj Advisors and Organizers in Serving 
Pilgrims, this study aims to determine the Regional Office Supervision System of 
the Ministry of Religion of Riau Province on the Performance of Hajj Advisors 
and Organizers in Serving Pilgrims. Informants in this study amounted to 5 
people. Data were collected through interviews, observations, and documentation 
as well as analysis using qualitative descriptive methodologies, using data 
collection techniques, data presentation, drawing conclusions and verification, 
based on the results of the research conclusions above that the authors concluded, 
Supervision System of the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau 
Province on the Performance of Supervisors and Organizers of Hajj in Serving 
Pilgrims, The supervision system is carried out by direct observation, namely 
through socialization, oral and written reports, corrective actions, Quantity and 
Quality of Work. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
 Haji adalah termasuk rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Haji 
antara lain: wukuf, tawaf, sa‟i dan amalan lainya, pada masa tertentu demi 
memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.
1
 Ibadah haji 
ini wajib dilaksanakan setiap umat muslim yang sudah memenuhi syarat 
tertentu. Seperti merdeka atau bukan budak, sudah baligh, juga mempunyai 
kemampuan dalam hal harta, dan juga kesehatan atau sering juga disebut 
dengan Istita‟ah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: 
 ََرفَك ْهَمَو ًلاِيبَس ِهَْيِلإ َعَاَطتْسا ِهَم ِتَْيبْلا ُّجِح ِساَّنلا َىلَع ِللهِ َو
 َهيَِملاَعْلا ِهَع ٌِّينَغ َالله َِّنَإف 
Artinya: “..mengerjakan haji adalah kewajiban manusia karena Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang 
siapa yang ingkar (terhadap kewajiban haji) maka bahwasanya Allah maha 
kaya dari semesta alam.(Q.S. Ali Imran: 97)
2
 
 Muhammad Jawwad Mughni mengartikan haji sebagai bepergian dengan 
tujuan ke Baitullah yang suci untuk melaksanakan manasik (tata cara ibadah) 
tertentu. Namun pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan 
melakukan kunjungan atau perjalanan spiritual dari suatu tempat ke tempat 
lain dalam rangka ibadah 
Tradisi perjalanan spiritual seperti ini dapat ditemui dalam sejarah 
kehidupan masyarakat termasuk di belahan timur. Ibadah ini dimaksudkan 
agar manusia mampu mengenal jati diri membersihkan diri dan menyucikan 
jiwa mereka. 
 Ibadah haji berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 13 Tahun 2008 
menegaskan bahwa „Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan 
                                                          
1
 Abd. Rozak, Fiqih Haji, Pekanbaru, 2017, hlm. 6 
2
 Departemen Agama RI, 2002, Al-Qur‟an dan terjemahnya, PT. Sari Agung, Jakarta, 
hlm. 113  
 
1 
  
2 
kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu 
menunaikannya‟. Ibadah Haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani 
seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus 
memiliki persiapan yang cukup, mulai persiapan mental maupun fisik dan 
materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang 
melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang cukup, 
sedangkan secara, ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah 
SWT.
3
 Penyelenggaraan Ibadah Haji secara yuridis memiliki landasan sangat 
kuat terhadap sistem hukum di Indonesia yang menjamin kemerdekaan warga 
negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Dalam UU 
Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji diamanatkan 
untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan 
menyediakan fasilitas, kemudahan ibadah haji. Undang-undang tersebut 
dipertegas kembali oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 
2008, tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang melengkapi UU RI Nomor 
17 tahun 1999 bahwa Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu.  
 Haji yang mabrur menjadi dambaan bagi setiap muslim yang 
melaksanakan ibadah haji. Sebab balasannya adalah surga. Sifat haji yang 
mabrur adalah haji yang tidak ada sum‟ah atau ingin di dengar orang lain, 
tidak ada riya‟ atau ingin dipandang orang lain, tidak ada juga kata kotor 
didalamnya dan tentunya berangkat haji dengan harta yang halal.  
Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi:  
ََث َفَر ََل َف  َجَحلْا  َن ِهي ِف ََضَر  َف َحن َم َف   ۚ  ٌَر ُه حش َأ ٌتا َمو ُل حع َم  َجَحلْا 
  ۚ   َجَحلْا َِف ََلا َد ِج ََلَو ََقوُس ُف ََلَو 
Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa 
yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak 
                                                          
3
 Tim Penyusun Pustaka Buana, Undang-Undang Otonomi Daerah (Edisi Terbaru), 
Pustaka Buana, Surabaya, hlm. 251 
  
3 
boleh rafats (berkata kotor), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam 
masa mengerjakan haji.
4
  
 Seperti firman Allah diatas, bahwa berhaji itu harus menjauhkan diri dari 
dosa, maksiat, bid‟ah juga hal lain yang menyimpang dari syari‟at.  
Ada banyak pahala dan juga keutamaan haji yang telah tercatat dalam kitab 
suci Al-Qur‟an dan juga hadits. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Surah 
Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi:  
 ْهِم َهِيْتَأي ٍرِماَض ِّلُك َىلَعَو ًلااَجِر َكُوْتَأي ِّجَحْلِاب ِساَّنلا ِيف ْن َِّذأَو
 ٍقيِمَع ٍَّجف ِّلُك 
Artinya: “dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya 
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta 
yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
5
  
 Balasan haji mabrur itu adalah surga. Salah satu pahala yang sudah Allah 
SWT janjikan bagi mereka yang ibadah hajinya mabrur yaitu surga. Ibadah 
haji yang dilakukan seseorang dapat dikatakan sah menurut syara‟ namun 
belum bisa diterima Allah dan tergolong haji yang mabrur.  
 Sistem adalah adalah seperangkat unsur-unsur yang saling terkait yang 
secara kolektif membentuk suatu kesatuan. Sistem merupakan kesatuan bagian 
yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki 
item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti Negara.  
 Menurut Ludwig Von Bartalanfy: Sistem merupakan seperangkat unsur 
yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut 
dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporot: Sistem adalah suatu kumpulan 
kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Ackof: Sistem 
adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-
bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. 
 Pengawasan adalah proses  dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
                                                          
4
 Dar Syafii, Al Qur’an Al Karim Mushaf Madinah, Jakarta Timur: Pustaka Imam Syafii, 
2016, hlm. 30  
5
 Ibid, 335 
  
4 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan 
adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila 
perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat 
diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah 
digarisi semula. Kegiatan pengawasan adalah mengadakan pemeriksaan, 
mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.
6
 
Kalau suatu pengawasan tidak sesuai dengan rencana, apa kendala dan 
bagaimana menghilangkan kendala tersebut agar hasil kerja dapat sesuai 
dengan apa yang diharapkan.
7
  
  Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan 
bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk 
pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas ke pihak 
dibawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala 
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The 
process of ensuring that actual activities conform the planned activities.
8
  
 Menurut Winardi (1998: 78) Pengawasan adalah suatu upaya yang 
sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk 
merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja 
actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah 
terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan 
perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 
perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefesien 
mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau adalah salah satu 
organisasi yang besar, yang mana aparatur dilengkapi dengan perangkat-
perangkat pelaksana yang memiliki bentuk pola berskala atau berjenjang, 
mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta 
Desa/Kelurahan, kondisi struktur lembaga pemerintahan tersebut 
                                                          
6
 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Nizam Press, 2008,  hlm. 12-13 
7
 Syahrizal, Manajemen Perguruan Tinggi, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 102 
8
 Freeman, Stoner dan Gilbert, 2005, hlm. 114 
  
5 
dimaksudkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan proses pembangunan 
secara benar, terpadu, selaras dan seimbang guna mencapai hasil yang efektif 
dan efisien.  
Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 
misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 
organisasi. Kinerja pegawai atau karyawan dan organisasi memiliki 
keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa 
dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan 
atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya 
mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Dalam meningkatkan manajemen 
kinerja harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, penuh 
kedisiplinan dan tekad yang kuat. Peningkatan manajemen kinerja bukan 
hanya berpengaruh pada peningkatan hasil saja, namun lebih jauh dari itu 
mampu menjadi nilai tambah bagi karyawan. Seorang karyawan pada saat 
diterapkannya manajemen kinerja maka kemampuan dan kualitas dalam 
bekerja juga menjadi lebih meningkat, karena ia terbiasa bekerja sesuai 
dengan konsep tujuan dan elemen manajemen kinerja yang telah di tetapkan 
dalam suatu organisasi.
9
 Jadi dengan adanya sistem pengawasan yang 
dilakukan oleh kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau terhadap 
kinerja pembimbing dan panitia penyelenggara ibadah haji maka Jamaah yang 
berangkat haji mendapatkan pelayanan yang maksimal karna kerja yang 
dilaksanakan oleh pembimbing dan PPIH sudah terarah dan teratur sehingga 
dengan adanya pengawasan tersebut Jamaah haji mendapatkan pelayanan 
yang lebih baik. Dimana untuk mendapatkan haji yang mabrur harus benar 
dari segi pelaksanannya dan Jamaah yang melaksanakan juga paham apa yang 
akan dikerjakannya, mulai dari awal Pendaftaran, Pengurusan Administrasi, 
Bimbingan Manasik Haji, Teknis Keberangkatan sampai kembalinya Jamaah 
ke tanah air.  
                                                          
9
 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta CV, 
2014, hlm.. 230-23       
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Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah dengan 
adanya pengawasan dari Kanwil terhadap Pembimbing dan PPIH dalam 
melaksanakan tugas melayani Jamaah yang melaksanakan Ibadah Haji seperti 
pengawasan secara pengamatan langsung seperti sosialisasi, laporan lisan dan 
tulisan, tindakan perbaikan, Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan, supervisi yang 
diperlukan, kehadiran, dan konservasi maka Jamaah lebih merasa diperhatikan 
dan di ayomi oleh petugas baik dari segi pembimbing Ibadah atau Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji yang telah di amanahkan untuk menangani 
Jamaah, seperti dari segi Ibadah atau dari segi teknis dilapangan, karna kita 
juga melihat Jamaah yang masih banyak yang tidak tahu dan paham dalam 
melaksanakan ibadah haji mulai dari tanah air, embarkasi maupun di arab 
Saudi. Masih banyak Jamaah yang belum tau paham kondisi daerah yang akan 
mereka tempati, jadi disinilah tugas pembimbing memberikan edukasi kepada 
Jamaah Haji nantinya ketika sedang melaksanakan Ibadah. Sehingga dengan 
ini tidak banyak lagi yang jamaah tidak paham dan mengerti apa yang akan 
dikerjakan. Sebelumnya pengawasan dilakukan dengan laporan lisan dan 
tulisan belum sebaik sekarang masih beberapa cara yang dilakukan oleh 
kementrian agama provinsi riau, sekarang sudah menggunakan beberapa cara 
dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga laporan akan cepat sampai dan 
diketahui oleh orang lain. Ditahun sebelumnya masih banyak kekurangan 
tenaga dana alat untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.    
Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan analisa 
lebih lanjut dengan judul “Sistem Pengawasan Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pembimbing dan 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dalam Melayani Jamaah”.  
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul yang penulis buat. 
Adapun penegasan istilah yang penulis buat adalah Sistem, Pengawasan, 
Kinerja, Pembimbing, Panitia Penyelanggara Ibadah Haji.  
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1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 
sehingga membentuk suatu totalitas.
10
 Jadi sistem adalah suatu himpunan 
“benda”  nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai bagian atau 
komponen yang saling  berkaitan, terhubung, berterkantungan, saling 
mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (uniti) 
untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.  
2. Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan 
secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang 
dikonstatir yang yang seharusnya dilakukan.
11
   
3. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 
tersebut bersifat profit oriented (berorientasi pada keuntungan) dan non 
profit oriented ( tidak berorientasi pada keuntungan) yang di hasilkan 
selama satu periode waktu.
12
 
4. Pembimbing adalah Alim Ulama yang menguasai pengetahuan manasik 
haji atau mereka yang telah mengikuti Pelatihan Pelatih Calon Jamaah 
Haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama untuk memberikan 
bimbingan ibadah haji.
13
  
5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dibentuk di tingkat pusat, di daerah 
yang memiliki embarkasi dan di Arab Saudi oleh Direktur Jenderal. PPIH 
terdiri atas unsur Kementrian Agama, Kementrian /Instansi terkait dan 
atau pemerintah daerah.
14
 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji adalah 
petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan 
kepada Jamaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa 
operasional penyelenggaraan ibadah haji.
15
  
 
                                                          
10
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2001: 336). hlm. 87  
11
 Irham fahmi, Manajemen (Teori, Kasus, dan Solusi), Bandung: Alfabeta 2014, hlm. 85 
12
 Irham fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta CV, 
2014 hlm. 226 
13
 Depag RI, 2001:2 
14
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 14 tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler, hlm. 10 
15
 Ibid, hlm. 11 
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C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut: 
Bagaimana Sistem Pengawasan Bidang Haji Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Riau terhadap Kinerja Pembimbing dan Panitia 
Penyelenggara Haji dalam Melayani Jamaah?  
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: Untuk mengetahui Sistem Pengawasan Bidang Haji Kantor 
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau terhadap Kinerja Pembimbing 
dan Panitia Penyelenggara Haji dan Umrah dalam Melayani Jamaah. 
2. Kegunaan Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 
pengetahuan penulis pada ilmu Traveling Haji dan Umrah yang berkaitan 
dengan Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Riau terhadap kinerja Pembimbing dan PPIH dalam melayani jamaah.   
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:  
a. Kegunaan secara akademis 
1) Digunakan sebagai informasi dan pengetahuan penulis mengenai 
Sistem Pengawasan  Bidang Haji Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Riau pada Pembimbing dan Panitia Penyelenggara 
Haji dan Umrah dalam melayani Jamaah. 
2) Penelitian ini berguna untuk diri sendiri, masyarakat, serta sebagai 
sumbangan karya untuk kemajuan ilmu pengetahuan.   
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b. Kegunaan secara praktis 
1) Penelitian ini berguna untuk sebagai syarat mendapatkan gelar Sarja                                                                                                       
na Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2) Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diharapkan bisa menjadi 
sumbangan pemikiran tentang Sistem Pengawasan Bidang Haji 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau terhadap Kinerja 
Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.  
3) Bagi peneliti, dapat memberi wawasan serta pengalaman dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan.   
 
E. Sistematika Penulisan 
BAB I  : Pendahuluan  
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,   
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  : Kajian Teori  
Dalam bab ini dijelaskan  teori-teori yang berkaitan 
dengan Sistem, Pengawasan, Kinerja, Pembimbing dan 
Panitia Penyelenggara Haji, kajian terdahulu, dan 
kerangka berfikir.  
BAB III  : Metode Penelitian  
Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 
lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian  
Dalam bab ini, penulis menguraikan gambaran umum                
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau, 
gambaran umum data  penelitian.  
BAB V  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang Sistem 
Pengawasan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Riau terhadap Kinerja Pembimbing dan Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji dalam melayani Jamaah 
      BAB VI   : Kesimpulan dan Saran  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kerangka Teori 
1. Sistem Pengawasan  
a. Pengertian Sistem  
Sistem secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Systema ” 
yang memiliki arti hubungan bagian atau komponen yang saling 
berhubungan dengan teratur dan merupakan suatu keseluruhan.
16
 
Sistem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 
sebagai “Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 
sehingga membentuk suatu sistem”17.  
Beberapa pakar memiliki definisi yang beragam tentang sistem. 
Adapun beberapa definisi sistem yang dikemukakan oleh para pakar 
sistem adalah sebagai berikut: 
a. Thomas Sumarsan dalam bukunya yang berjudul Sistem 
Pengendalian Manajemen, Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran 
Kinerja menyebutkan “Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan 
dan perangkat-perangkat yang berhubungan satu sama lain”18 
b. Gordon B. Davis mengemukakan “Sistem adalah bagian-bagian 
yang bergabung untuk satu tujuan”19  
c.  Syopiansyah Jaya Putra dan A‟ang Subyakto menjelaskan 
“Sistem merupakan suatu jaringan kerja dan prosedur yang saling 
                                                          
16
 Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem –ed sepuluh, Jakarta: Rajagrafindo, 2011, 
hlm. 1  
17
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1998, hlm. 1076 
18
 Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen, Konsep, Aplikasi, dan 
Pengukuran Kinerja, Jakarta: indeks, 2012, hlm. 2  
19
 Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian Satu 
Pengantar, Jakarta: PPM, 1999), hlm. 9 
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berkaitan dan berkumpul bersama untuk melakukan suatu 
kegiatan/menyelesaikan pekerjaan tertentu”.20 
d. J. Winardi mengemukakan “sebuah sistem adalah suatu 
konglomerasi elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling 
memengaruhi dengan tujuan mencapai atau menciptakan sasaran 
tertentu yang dikehendakai oleh sistem yang  bersangkutan”.21  
Sistem adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dan 
terorganisasikan, terdiri dari dua tahun lebih bagian (komponen, 
subsistem) yang di pisahkan oleh batas yang dapat diidentifikasikan 
dari suprasistem lingkungan (environmental suprasistem) yang lebih 
luas. Dengan demikian, sistem itu meliputi spectrum yang sangat luas, 
seperti alam kebendaan, alam biologi, maupun alam 
kemasyarakatan.
22
 Sedangkan menurut L. ACKOF yaitu, sistem 
adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari 
bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.
23
 
Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan  
yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, 
contoh umumnya: Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa 
elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan 
sehingga membentuk suatu Negara dimana yang begerak sebagai 
penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.     
Untuk mengetahui suatu itu sistem atau bukan, antara dapat dilihat 
dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk 
mengetahui ciri-ciri sistem ini yang ada pada dasarnya satu sama 
                                                          
20
 Syopiansyah Jaya Putra dan A‟ang Subyakto, Pengantar Sistem Informasi Manajemen, 
Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 24 
21
 J. Winardi, Pemikiran Sistematik dalam Bidang Organisasi dan Manajemen, Jakarta: 
Rajagrafindo, 2005, hlm. 135 
22
 Napa J, Awat, S.U, 1989 Manajemen Strategi (suatu pendekatan sistem), Liberty, 
Yogyakarta, hlm. 1 
23
 M. Faisal, 2008, Sistem Informasi Manajemen Jaringan, UI-Malang Press, Malang, 
hlm. 14 
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lainnya yang melengkapi. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara 
lain:
24
  
1) Sistem itu bersifat terbuka.  
2) Suatu sistem terdiri dari dua tau lebih subsistem 
3) Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya 
menyesuaikn diri dengan lingkungannya (self -adjustment).  
4) Sistem itu juga maempunyai kemampuan untuk mengatur diri 
sendiri (self-regulation) 
5) Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran.  
Berdasarkan paparan beberapa pakar mengenai definisi dari sistem, 
penulis mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 
berbagai unsur dan bagian yang saling berhubungan satu sama lain 
untuk menyelesaikan tujuan dari pekerjaan tertentu.  
b. Pengertian Pengawasan  
Pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi 
mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 
mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
25
 Pengawasan 
adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan 
koreksi suatu kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan 
dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik.  
Ada beberapa definisi Pengertian pengawasan menurut pendapat 
para ahli, yaitu sebagai berikut: 
1) Menurut G.R.Terry  
Sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart apa 
yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan sesuai dengan rencana 
yaitu selaras dengan standar.  
                                                          
24
 Tatang M. amirin, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 22 
25
 Op.Cit., hlm. 84 
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2) T. Hani Handoko  
Pengawasan diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.  
3) Hadibroto  
Mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap 
organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut 
melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi 
tujuannya yang telah ditetapkan.  
Sistem pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang 
mungkin dapat digunakan oleh seseorang pemimpin untuk menjamin 
agar segala aktivitas yang dilakukan dalam kelembagaan benar-benar 
menerapkan efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai 
keseluruhan tujuan kelembagaan.
26
 
Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa: 58 yang 
berbunyi:  
  َهَْيب ُمتْمَكَح اَِذإَو َاِهلَْهأ َٰىِلإ ِتَاواََمْلْا او ُّدَُؤت َنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َِّنإ
اىُمُكَْحت َنأ ِساَّىلا  اًعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ۗ ِِهب مُُكظَِعي ا َّمِِعو َ َّاللَّ َِّنإ ۚ ِلْدَعْلِاب
اًريَِصب 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi maha melihat.
27
  
Menurut keputusan Kementrian Agama Ri Nomor 101 Tahun 
1994, tentang pelaksanaan pengawasan dilingkungan Departemen 
                                                          
26
 Sofyan Syafitri, Harahap. Manajemen Kontemporer. Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 
1996, hlm. 1 
27
 Depag RI, 2006: 69 
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Agama pda pasal 2 diuraikan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan 
maksud:  
a. Memperoleh informasi apakah pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan bidang agama telah dilaksanakan 
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Memperoleh umpan berupa pendapat, kesimpulan dan saran 
terhadap kebijaksanan, perencanaan, dan pelaksanaan. 
c. Melakukan prestasi penyelenggaraan tugas .28 
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk 
memberi masukan dan bahan pertimbangan kepada pemimpin suatu 
organisasi dengan tujuan agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan 
dengan tertib dan lancar, berdayaguna, berhasil guna dan tepat sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan mentri agama 
dan rencana yang telah ditetapkan. 
29
 
c. Standar Pengawasan  
Standar pengawasan ada 3 jenis sebagai berikut: 
a. Standar dalam bentuk fisik 
Standar dalam bentuk fisik adalah semua standar yang 
dipergunakan untuk menilai atau megukur hasil pekerjaan bawahan 
dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang. 
1) Kuantitas hasil produk  
2) Kualitas hasil produk  
3) Waktu   
b. Standar dalam bentuk uang 
Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang 
dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan 
bawahan dalam bentuk jumlah uang.  
                                                          
28
 Depag RI Inspektoral Jendral, 1995: 6 
29
 Ibid, 6 
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1) Standar biaya 
2) Standar  penghasilan  
3) Standar investasi 
c. Standar intangible  
Standar yang terakhir ini adalah standar yang biasa digunakan 
untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang diukur baik 
dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang.
30
  
d. Tipe-tipe Pengawasan  
Secara konsep pengawasan tersebut memiliki banyak tipe. 
Menurut T. Hani Handoko, ada tiga tipe pengawasan, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Pengawasan pendahuluan  
2) Pengawasan concurrent  
3) Pengawasan umpan balik.  
Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi 
masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau 
tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap 
kegiatan tertentu diselesaikan. 
Pengawasan concurrent merupakan proses di mana aspek tertentu 
dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus 
dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau 
menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin 
ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.  
Pengawasan Umpan Balik mengukur hasil-hasil dari suatu 
kegiatan yang telah diselesaikan.
31
   
 
                                                          
30
 M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2012, hlm. 187 
31
 Op. Cit., hlm. 86   
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e. Maksud Pengawasan  
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan 
dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, 
karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang 
dapat dilihat dengan berpedoman rencana (planning) yang ditetapkan 
terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.
32
 
Pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 
1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 
telah direncanakan. 
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau 
tidak. 
5) Yang mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning yaitu standard. 
Sedangkan menurut Leonard D. White (1998:23) maksud dari 
pengawasan adalah: 
a) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan 
yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari 
rakyat.  
b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh 
undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.  
Menurut keputusan Kementrian Agama RI Nomor 101 than 
1994, tentang pelaksanaan pengawasan dilingkungan 
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 Situmorang, 1998: 2 
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Departemen Agama pada pasal 2 diuraikan bahwa pengawasan 
dilaksanakan dengan maksud: 
Pertama: Memperoleh informasi apakah pelaksanaan tugas 
umum pemerintah dan pembangunan bidang agama telah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Kedua: Memperoleh umpan berupa pendapat, kesimpulan dan 
saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan.  
Ketiga: Melakukan usaha pencegahan terjadinya pemberosan, 
kebocoran dan penyimpangan.  
Keempat: Menilai prestasi penyelenggaraan tugas.  
Pasal 3 dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk 
memberi masukan dan bahan pertimbangan kepada pemimpin 
suatu organisasi dengan tujuan agar tugas dan pekerjaan dapat 
dilaksanakan dengan tertib, dan lancar, berdayaguna, berhasil 
guna dan tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kebijaksanaan Mentri Agama dan rencana yang 
telah ditetapkan.
33
   
d. Prinsip-Prinsip Pengawasan  
Dua prinsip pokok yang merupakan suatu conditio sine qua non 
bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana 
tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-
wewenang kepada bawahan.
34
 Prinsip pokok pertama merupakan 
standar atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu 
pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip 
pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem 
pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan.  
                                                          
33
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Setelah kedua prinsip pokok di atas, maka suatu sistem 
pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut. 
1) Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari 
kegiatan-kegiatan yang harus di awasi.  
2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 
3) Fleksibel. 
4) Dapat mereflektir pola organisasi. 
5) Ekonomis. 
6) Dapat dimengerti.  
7) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.  
e. Indikator Pengawasan 
Menurut Arifin Abdul Rachman salah satu indikator keberhasilan 
suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan 
oleh keberhasilan pengawasan. Keberhasilan program pengawasan sendiri 
dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut: 
1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran 
pelaksanaan tugas, antara lain: 
a) Rencana yang di susun menggambarkan adanya sasaran yang jelas 
dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program 
dan anggaran. 
b) Tugas dapat selesai dengan rencana, baru dilihat dari aspek fisik 
maupun biaya.  
2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu 
berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. 
3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar 
antara lain” 
a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, 
kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagimana laporan 
pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.  
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b) Berkurangnya tidak kesalahan dalam pelaksanaan tugas.  
f. Jenis-jenis Pengawasan.  
Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yakni. 
1) Waktu Pengawasan  
Waktu pengawasan dibedakan atas pengawasan preventif dan 
pengawasan repressif. Pengawasan preventif dimaksudkan 
pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi penyelewengan, 
kesalahan deviation. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar 
jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Dengan 
pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana 
sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai 
dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih 
dahulu.  
2) Objek Pengawasan 
Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan 
atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut: produksi, 
keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.  
3) Subjek Pengawasan 
Subjek pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa 
yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat 
dibedakan atas, pengawasan intern dan pengawasan ekstern.   
4) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.   
Supaya pengawasan yang dilakukan seorang atasan efektif, 
maka haruslah terkumpul fakta-fakta ditangan pemimpin yang 
bersangkutan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-
fakta, yaitu 
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a) Pengamatan langsung atau observasi untuk melihat sendiri 
bagaimana caranya petugas operasional menyelenggarakan 
kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Sehingga pengawasan 
dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan manajemen 
untuk meluruskan dan membantu tentang cara kerja 
pengawasan yang benar. Manajemen yang benar sangat 
berharga dalam sebuah pengawasan.  
b) Melalui laporan lisan atau tulisan dalam pengawasan secara 
langsung kegiatan para bawahannya.  
c) Melalui tindakan perbaikan adalah para pelaksana kegiatan 
operasional. Dengan cara ini untuk menggali informasi 
tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah 
besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Manfaatnya 
dapat menghemat waktu untuk menyusun berbagai 
pertanyaan yang dipandang relevan untuk ditanyakan.  
 
2. Kinerja Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 
Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 
dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 
kontribusi ekonomi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 
perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.
35
   
Kinerja adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan 
dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target/sasaran atau kinerja 
yang telah di sepakati bersama. Gibson (1996: 70) menyatakan kinerja 
adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja indvidu merupakan 
dasar dari kinerja organisasi.  
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Menurut Dessler (1992:514) ada lima faktor dalam penilaian kinerja, 
yaitu: 
a. Kualitas pekerjaan meliputi: akuisi, ketelitian, penampilan dan 
penerimaan keluaran. 
b. Kuantitas pekerjaan meliputi: volume keluaran dan kontribusi 
c. Supervise yang diperlukan meliputi: membutuhkan saran, arahan atau 
perbaikan.  
d. Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan 
ketepatan waktu.  
e. Konservasi meliputi: pencegahan, pemborosan, kerusakan dan 
pemeliharaan. 
 
Etika dengan Jamaah Haji: 
a. Berprilaku profesional dalam melaksanakan tugas.  
b. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali 
merendahkan martabat Petugas Haji.  
c. Berprilaku taat Asas kepada Hukum dan Menjunjung tinggi kebutuhan 
dan hak-hak Jamaah. 
d. Tidak boleh Mengunakan hubungan dan tindakan profesionalnya 
kepada Jamaah haji dengan cara-cara yang melanggar norma, sosial 
kebudayaan moral dan agama 
Muthawwif secara bahasa berarti orang yang sedang berthowaf atau 
berkeliling Ka‟bah. Namun, saat ini muthawif diistilahkan menjadi 
sebutan kepada orang yang menjadi pemandu atau pembimbing ibadah 
Haji atau Umrah. Muthawwif ini kemudian sekarang diperlukan di tengah 
semakin boomingnya ibadah umrah.  
Dulunya hanya bisa dilakukan anggota-anggota keluarga di Mekkah 
dan kemudian di wariskan kepada keturunan mereka. Awal kemunculan 
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profesi ini sebagai pekerjaan yang menerima upah adalah dimasa Dinasti 
mamluk, 1250 M hingga 1517 M.  
Sultan Qaitabai berhaji di tahun 884H/1485 M, Hakim Ibrahim bin 
Dhahirah membimbing beliau. Kemudian profesi ini berkembang dari 
hanya membimbing ibadah menjadi penyedia pemondokan, catering, 
hingga saran transportasi. Awalnya para muthawwif adalah hakim-hakim 
dan ulama fikih, kemudian turut serta pula pemuka dan pembesar Makkah.  
Pembimbing adalah alim ulama yang menguasai pengetahuan manasik 
haji atau mereka yang telah mengikuti Pelatihan Pelatih Calon Haji yang 
diselenggarakan oleh Departemen Agama untuk memberikan bimbingan 
ibadah haji.
36
  Pembimbing berfungsi sebagai pelaksana pembimbingan 
kelompok.  
Tugaas Muthawwif/Pembimbing Ibadah adalah sebagai berikut” 
a. Membimbing Jamaah untuk menunjukkan lokasi Ibadah. 
b. Membantu Jamaah yang tersesat. 
c. Memandu dan Membimbing pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 
d. Memberikan informasi tentang bahasa dan budaya Arab.  
e. Membantu penyelesaian masalah Jamaah yang terjadi selama di tanah 
suci.  
f. Mengajarkan hal-hal yang praktis.  
g. Mengantar jamaah ke tempat perbelanjaan. 
h. Menceritakan kisah tentang para nabi dan rasul serta tanah suci.  
i. Mengantar Jamaah yang sakit kerumah sakit.   
Panitia pelaksana Pembimbingan dalam melaksanakan tugasnya 
berfungsi sebagai pelaksana pembimbingan dan penanggung jawab 
lapangan.   
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3. Sistem Pengawasan Kementrian Agama terhadap Kinerja 
Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji  
Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Agama Provinsi 
Riau terhadap kinerja Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah haji 
yaitu dengan cara memantau perjalanan ibadah haji dan meminta laporan 
hasil kinerja yang telah mereka lakukan. Pembimbing dan PPIH sendiri 
memiliki SOP masing-masing ketika mereka ditunjuk sebagai 
Pembimbing dan PPIH waktu proses pemilihan dan penunjukan.  
 
B. Kajian  Terdahulu 
Untuk membedakan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 
posisi penelitian ini, maka penulis memaparkan skripsi yang terdahulu, yaitu:  
1. Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Penilaian Kinerja pada Petugas 
Haji Non-Kloter Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah” 
yang ditulis oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu 
Dakwah dan Komunikasi 2016, bernama M. Husnul Fikri yang 
menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini lebih 
memfokuskan pada analisis sistem penilaian kinerja. Disini M. Husnul 
Fikri meneliti sistem penilaian kinerja yang mana lebih memfokuskan 
pada hasil kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan yang 
penulis buat Sistem Pengawasan Kanwil terhadap Kinerja Pembimbing 
dan PPIH dalam melayani jamaah haji.   
2. Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau” Fakultas Dakwah dan 
Ilmu Kounikasi tahun 2014, bernama Megawati Carlis yang menggunakan 
metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 
Sistem Pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementrian Agama 
Provinsi Riau pada Pondok Pesantren. Yang mana PAKIS memfokuskan 
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kepada pondok pesantren yang ada di Riau. Sedangkan yang penulis buat 
Sistem Pengawasan Kanwil terhadap Kinerja Pembimbing dan PPIH 
dalam melayani jamaah haji.    
3. Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Pimpinan Dalam 
Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Camat Reteh Kabupaten 
Indragiri Hilir” yang di tulis oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2013, bernama riska 
Abdullah yang menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini 
lebih memfokuskan pada Sistem Pengawasan Pimpinan dalam 
meningkatkan disiplin kerja. Sedangkan yang penulis buat Sistem 
Pengawasan Kanwil terhadap Kinerja Pembimbing dan PPIH dalam 
melayani jamaah haji. 
4. Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Kementrian Agama Provinsi 
Riau terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah di Kota 
Pekanbaru” yang ditulis oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2016, bernama Anisa Fitriani yang 
menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Penelitian ini lebih 
memfokuskan pada Sistem Pengawasan Kementrian Agama Provinsi Riau 
terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah. sedangkan 
yang penulis tuliskan yaitu Pengawasan terhadap Kinerja Pembimbing dan 
PPIH.  
 
C. Kerangka Pikir 
Agar teori yang digunakan dalam penelitian ini kuat untuk di uji maka 
peneliti merangkum teori ini agar menjadi satu kesatuan yang bersangkutan, 
hal ini dilakukan untuk tercapainya hasil sebuah penelitian. Kerangka berfikir 
dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. 
Kerangka fikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan 
cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.
37
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Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 43. 
  
26 
Kerangka berfikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau 
beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. 
Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian 
yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu 
mengungkap, menerangkan serta menunjukkan dengan masalah penelitian. 
Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan yaitu dalam 
berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: 
Pertama, Deduksi proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum 
bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi proses 
berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis 
umum. Dari khusus ke umum.
38
 
Kerangka berfikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan berfikir 
logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara 
menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah di Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Riau tehadap Kinerja Pembimbing dan Panitia 
Penyelanggara Ibadah Haji dalam melayani Jamaah . Dasar penelitian ini 
adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan tentang Sistem 
Pengawasan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau tehadap 
Kinerja Pembimbing dan Panitia Penyelanggara Ibadah Haji dalam melayani 
Jamaah. 
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Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Riau terhadap Kinerja Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah 
Haji dalam Melayani Jamaah  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan 
pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.
39
 Metodologi 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu metode, selanjutnya penelitian 
didefinisikan sebagai kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara 
ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru 
yang bertujuan untuk peningkatan suatu ilmu.
40
  
A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan pendekatan 
kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya kemudian data 
tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka, dengan menggambarkan dan 
memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian 
data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.
41
 
Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian 
yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat ditemukan melalui prosedur 
statistika maupun prosedur lain yang berhubungan kuantifikasi dan 
pengukuran. Penelitian kualitatif bertujuan memahami sesuatu dengan lebih 
mendalam.
42
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provisi Riau Jalan Sudirman No. 235 
Pekanbaru, Riau dan penelitian ini dilakukan setelah proposal ini 
diseminarkan. 
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C. Sumber Data 
Pada penelitian ini data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan 
data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Data  Primer  
Data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya terkait dengan penelitian ini, data primer 
didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 
penelitian.
43
 Data Primer merupakan data yang di peroleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya langsung dari 
objek yang diteliti. Data tersebut bisa di peroleh langsung dari personal 
yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Yaitu semua data-data 
yang berkaitan dengan Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Riau tehadap Kinerja Pembimbing dan Panitia 
Penyelanggara Ibadah Haji dalam melayani Jamaah.   
Pengumpulan data melalui wawancara di tujukan pada subjek yang 
bersangkutan yaitu pada H. Muhammad Hakam, S.Ag. M. Ag  selaku kasi 
Pembinaan Haji dan Umrah, H. Suhardi, HS. S. Ag. MA selaku kasi 
Pendaftaran dan Dokumen Haji, Asril selaku kasi Pembinaan Haji dan 
Umrah, Siti Aisyah selaku Staf Pelayanan Haji dan Umrah.  
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah data pendukung penelitian berupa dokumen-
dokumen, arsip data profil dan sejarah instansi, website maupun media 
partner kemenag, artikel, buku, dan perpustakaan.
44
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun teknik 
pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan pencatatan 
sistematis tentang fenomena yang terjadi. Teknik observasi adalah teknik 
yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa 
peristiwa, tempat, atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.   
Observasi merupakan teknik yang digunakan dengan pengamatan dari 
peneliti  secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 
Instrument yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan, panduan 
pengamatan. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai 
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk di jawab pada 
kesempatan lain. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam 
(indepth interviewing) dalam teknik pengumpulan data. Teknik indepth 
interviewing ini dipergunakan karena peneliti ingin mengetahui informasi 
secara mendalam dan lengkap.  
3. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data yang sejumlah besar data yang tersimpan 
dalam bahan berbentuk surat, catatan harian, laporan, dan foto. 
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E. Validitas Data 
Arti validitas data adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian 
yang digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas alat 
yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu dipakai 
untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya.  
 
F. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif  kualitatif atau 
pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah 
diperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan 
kalimat-kalimat tidak dengan angka. 
45
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN  
A. Sejarah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau  
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau adalah salah satu 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di bawah Departemen Agama 
RI (Pusat). Salah satu tugasnya pokoknya adalah melakukan pembinaan dan 
pelayanan di bidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus 
berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Mentri Agama RI di 
Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, merupakan 
instansi vertikal. Departemen Agama (tidak terasuk yang diotonomikan), 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mentri Agama. 
Oleh karena itulah, maka setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa 
pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Mentri Agama dan sekaligus 
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Mentri Agama.
46
  
Meskipun Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau merupakan 
instansi vertikal, namun bukan berarti kantor Wilayah Departemen Agama 
hanya mengurusi tugas-tugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada 
kenyataannya Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan 
orang daerah. Oleh karena itu, maka koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Riau dengan Pemerintah daerah dalam hal 
Gubernur Riau, senantiasa dilakukan sehingga kebijakan-kebijakan 
Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan agama dan 
keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.
47
  
Kantor Wilayah Departemen Agama adalah merupakan Kantor yang 
hampir sama dengan sebuah pemerintahan, sebab Kantor Wilayah ini pada 
kenyataannya mengurusi seluruh kepentingan manusia sejak lahir sampai 
dengan masuk kubur. Tugas-tugas kedinasannya, bersentuhan langsung 
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dengan tugas-tugas kedinasan lainnya. Sebagai contoh, penyelenggaraan 
ibadah haji. Ibadah haji bersentuhan dengan tugas kedinasan lainnya, seperti 
Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Keimigrasian, Keamanan, Ketertiban, 
dan lain sebagainya.  
Oleh karena itulah, tidak salah apabila ada yang mengatakan, kepala 
Kantor Wilayah Kementrian Agama itu adalah Gubernur Agama. Sebab harus 
diakui bahwa, dan kenyataannya, Kepala Kantor ini mengurusi semua 
kepentingan masyarakat, sejak lahir samapai dengan meninggal dunia.
48
  
Berdasarkan catatan dan data yang didapat, pada bulan Juni 1946 yakni 
setelah beberapa bulan Indonesia Merdeka dan kurang lebih 6 bulan setelah 
terbentuknya Departemen Agama di Pusat (tanggal, 3 januari 1946), maka 
Residen Riau pada waktu itu menunjuk Sdr. H. Bakri Sulaiman untuk 
membentuk Kantor Jawatan Agama tingkat Keresidenan yang berkedudukan 
di Tanjung Pinang. Berdasarkan perintah tersebut H. Bakri Sulaiman mulai 
mencari personalia yang akan di tunjuk sebagai pendamping dalam 
melaksanakan tugas yang baru, maka disusunlah personalia yang akan 
ditunjuk sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas yang baru, maka di 
susunlah personalia sebagai berikut: 
1. M. Yatim D ditunjuk sebagai sekretaris.  
2. H. Muhammad Syech diserahkan sebagai Kepala bagian Pengadilan 
Agama.  
3. Muhammad Thoib diangkat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Agama.  
4. Muhammad Nur sebagai Kepala Penerangan Agama.  
Penunjukan ini tidak disertai dengan Surat Keputusan. Penyebab 
penunjukan mereka ini tidak disertai dengan surat keputusan oleh karena H. 
Bakri Sulaiman sendiri ketika itu belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan. 
Dia (H. bakri Sulaiman) baru mendapat pengukuhan seminggu setalah 
diterima Residen Riau. Surat Keputusan itu dikeluarkan oleh Gubernur 
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Sumatra Mr. Tengku m. Hasan yang bekedudukan di Medan, tertanggal 16 
Juli 1946. Nomor tidak bisa diketahui, surat keputusan tersebut, maka secara 
resmi terbentuklah Jawatan Agama Daerah Riau yang langsung dipimpin oleh 
H. Bakri Sulaiman.  
Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama pada bulan Juni 1946, 
dalam perjalanan hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan 
struktur organisasi, fase demi fase telah dilalui kantor ini dengan irama 
perjuangan yang mengalami pasang surut. Dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor: 19 tahun 1957, daerah Riau berubah statusnya dari 
keresidenan menjadi provinsi.
49
  
Perubahan status tersebut belum segera dapat direalisir mengingat 
timbulnya peristiwa daerah (PRRI), sementara itu Residen Mr. Sis 
Cakraningrat tetap berada di tanjung Pinang. Dalam perkembangan 
berikutnya, dengan Keputusan Menteri dalam Ngeri tanggal 20 Januari 1959 
No. 52/144-25, Pekanbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang 
baru. Dengan terbentuknya Provinsi Riau, maka Kantor Jawatan Agama 
mengikuti pula perkembangan tersebut sebagai berikut:  
1. H. Nurdin Abd. Jalil menjabat Kepala Jawatan Agama Provinsi Riau.  
2. M. Zaini Kunin sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Riau.  
3. M. Hasyim AR sebagai Kepala kantor Pendidikan Agama Provinsi Riau.  
4. H. Abdul Malik Kepala Kantor Pengadilan Agama Provinsi Riau.  
Dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke 
Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke 
Pekanbaru pada bulan Januari 1960. Perkembangan selanjutnya Kantor 
Agama Provinsi Riau kegiatannya bersumber pada PMA Nomor: 2 Tahun 
1958 dan PMA Nomor: 3 tahun 1958 maka Kepala Kantor Jawatan Agama 
Provinsi Riau menyempurnakan personil kantornya, Kemudian untuk 
mengurus masalah Agama Kristen diangaktlah karyawan untuk urusan 
tersebut. Dan juga untuk maksud yang sama, diangkat pula untuk urusan 
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Agama Katholik. Dengan diangkatnya kedua orang tersebut, maka pengisian 
struktur sudah hampir sempurna, sesuai dengan PMA Tahun 1958 dimaksud 
undang-undang Nomor: 19 Tahun 1957, daerah Riau berubah statusnya dari 
keresidenan menjadi provinsi. 
 
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kementrian Agama Provinsi Riau  
Kementrian agama adalah instansi Pemerintah yang bertugas 
melaksanakan tugas umum  pemerintah disektor keagamaan. Pembangunan 
Bidang Agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk 
menciptakan manusia berakhlak berbudipekerti luhur, beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu kehadiran Kementrian Agama adalah 
memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama, bagi 
segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.  
Pembangunan Bidang Agama lebih besar dilaksanakan oleh partisipasi 
masyarakat, sedangkan pihak pemerintah lebih besar menfasilitasi, sehingga 
umat beragama terayomi dalam melaksanakan aktifitas pembangunan 
keagamaan yang dia lakukan, seperti mendirikan rumah ibadah, mendirikan 
lembaga pendidikan, naik haji ketanah suci dan lain sebagainya. Peran 
pemerintah hanya sebagai menfasilitasi, sehingga hajat masyarakat dapat 
tersalurkan, terbina dengan baik.  
Tugas Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama adalah menfasilitasi 
kepentingan masyarakat beragam tersebut sesuai dengan tupoksi badan 
pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama adalah 
pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen 
mempuyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut, 
sesuai dengan tupoksinya apalagi  dalam negri melalui program, Perindustrian 
perdagangan, kesehatan dan lain–lain. 
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C. Visi dan Misi Kementrian Agama Provinsi Riau  
1. Visi  
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau telah menetapkan visi 
dan misinya melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Riau Nomor 113 tahun 2005 tentang Penetapan Visi dan 
Misi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau. Visinya adalah 
“Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat beragama, rukun, 
cerdas, berbudaya dan sejahtera yang tercermin dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.  
2. Misi 
a. Dan Mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan 
ajaran agamanya.  
b. Mewujudkan masyarakat Riau yang rukun, toleran, dan berbudaya.  
c. Mewujudkan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 
yang berkualitas dan terkemuka di Provinsi Riau.  
d. Mewujudkan pelayanan kehidupan beragama yang Prima kepada 
masyarakat.  
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa serta 
menjadi percontohan di Provinsi Riau.  
Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan tema kerja, moto kerja, dan sifat 
kerja sebagai berikut: 
a. Tema kerja: cipatkan image yang sempurna.  
b. Moto Kerja: ramah, amanah, dan tegas.  
c. Sifat kerja: sungguh-sungguh, teliti, dan kreatif.50  
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D. Struktur Kementrian Agama Provinsi Riau  
 
STRUKTUR ORGANISASI  
BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Struktur Kementrian Agama Provinsi Riau 
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BAB VI  
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut: 
Sistem Pengawasan yang ada dan diterapkan pada Pembimbing dan PPIH 
Kementrian Agama Provinsi Riau yakni, (a). Pengamatan langsung, (b). 
Melalui laporan lisan dan tulisan, (c). Tindakan Perbaikan. Sistem 
Pengawasan tersebut di terapkan oleh Kementrian Agama Provinsi Riau, 
dalam mengawasi Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dalam 
melayani Jamaah. Sosialisasi dilakukan dengan melalui media cetak dan 
elektronik, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui sarana 
masjid dan pendidikan. Sosialisasi media cetak dilakukan dengan iklan-iklan 
biasanya melalui spanduk, baliho, serta memberikan brosur dan memasang di 
Kementrian Agama Kota/Kabupaten dan KUA. Sosialisasi melalui media 
elektronik dilakukan melalui radio, maupun internet.  Laporan lisan adalah 
laporan yang diberikan secara langsung oleh Pembimbing dan Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji secara langsung kepada Kementrian Agama 
Provinsi Riau. 
 Laporan tulisan  laporan yang diberikan dalam bentuk tulisan, yang di 
tulis langsung oleh petugas yang bertugas saat itu. Tindakan Perbaikan adalah 
perilaku yang dilakukan untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi 
pada saat melaksanakan pelayanan kepada Jamaah sehingga Jamaah merasa 
terayomi dan diperhatikan. Tindakan perbaikan dilaksanakan ketika terjadi 
ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan. Tindakan perbaikan dapat 
dikerjakan ketika hal yang di rencanakan belum tercapai, dengan kata lain 
masih bisa di perbaiki untuk memperbaiki pekerjaan yang belum telaksana 
dengan seharusnya. Tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai hal yang terjadi 
ketika di lapangan. Kualitas dan kuantitas adalah sesuatu hal yang terbentuk 
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dari proses pengukuran. Kualitas dan kuantitas saling berhubungan yang tidak 
dipisahkan. Supervisi yang dilakukan, kehadiran, dan konservasi yaitu cara 
pengawasan dan penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada semua Jamaah haji. 
B. Saran  
Melalui penulisan karya ilmiah ini ada beberapa saran yang akan penulis 
kemukakan, antara lain: 
1. Terimakasih dan mohon ma‟af penulis ucapkan kepada dosen yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, penulis menyadari 
banyak terdapat kekurangan dalam menyelesaikan karya ini. 
2. Terimakasih dan mohon ma‟af penulis ucapkan kepada pihak kementrian 
agama provinsi riau yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, 
selalu memberikan pelayanan yang baik kepada siapapun.  
3. Penulis dalam menuliskan tulisan ini, meminta saran kepada pembaca 
yang membca karya tulis ini, apabila banyak terdapat kekurangan mohon 
memeberikan saran agar tulisan ini lebih baik kedepannya.  
4. Penulis juga meminta saran dan nasehat kepada pihak yang sudah 
membantu menyumbangkan ide dan gagasan agar memberikan masukan 
kepada penulis agar penulis dapat membuat tulisan ini lebih baik lagi.    
5. Kepada Instansi Kementrian Agama Provinsi Riau teruslah memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan 
pengurusan keperluan masyarakat, agar terciptanya pelayanan yang baik 
dann menyenangkan hati masyarakat.  
6. Kepada kawan-kawan yang lain penulis juga mengucapkan terimakasih 
yang telah sudi memberikan masukan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan tugas ini.  
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
PENELITI :  MASYITHAH 
NIM  :  11544204067 
JURUSAN/FAKULTAS  : MANAJEMEN DAKWAH/DAKWAH DAN 
KOMUNIKASI 
JUDUL PENELITIAN :  SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH 
KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU 
TERHADAP KINERJA PEMBIMBING DAN 
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 
DALAM MELAYANI JEMAAH 
A. Apakah visi, misi, dan moto dari Kanwil Kemenag Provinsi Riau 
khususnya bagian Haji? 
B. Siapa dan Bidang Apa yang ditunjuk Kanwil melakukan pengawasan 
terhadap Kinerja Pembimbing dan PPIH? Kabid  
C. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengamatan  secara langsung atau 
observasi? 
D. Bagaimana Sistem Operasional Pembimbing dan PPIH  dalam melayani 
Jemaah haji? 
E. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kanwil provinsi riau 
terhadap kinerja pembimbing dan panitia penyelenggara ibadah haji dalam 
melaksanakan tugasnya, baik sebelum keberangkatan, ketika melakukan 
manasik sampai hari H keberangkatan jemaah? 
F. Apakah ada bapak melakukan pengawasan melalui lisan dan tulisan 
kepada pembimbng dan PPIH, seperti apa bentuk pengawasan lisan dan 
tulisan yag dilakukan? 
G. Adakah Tabel struktur Pengurus Kanwil Kemenag Provinsi Riau bagian 
Haji dan Umrah?, Jika ada kami mohon diberikan.  
H. Kami ingin melihat dan menyalin Dokumentasi Jemaah Haji dari tahun 
2016-2018, baik ketika pengurusan admiistrasi, mansik, perjalanan, 
sampai kepulangan ke tanah air.  
  
I. Berapa jumlah Jemaah haji dalam waktu 3 tahun ini, yaitu dari tahun 
2016-2018, dan berapa jumlah Jemaah yang diberangkatkan setiap 
tahunnya, terkhusus di tahun 2019 ini.  
J. Berapa lama antrian haji sekarang jika Jemaah mendaftar di tahun 2019 
ini? 
K. Apakah ada SOP Pembimbing dan Panitia Penyelengara Ibadah Haji 
dalam menajalankan tugas di lapangan? 
L.  Dalam suatu pengawasan yang efektif, maka sistem seperti apa yang 
digunakan Bagian Kasi Haji dalam melaksanakan pengawasan? 
M. Apakah ada laporan dari petugasa Haji dan PPIH setelah selesai 
melaksanakn tugas, dan laporan yang seperti apa dalam pengawasan 
tersebut dilampirkan? 
N. Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung dalam malaksanakan 
pengawasan? 
O. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan 
pengawasan? 
P. Apakah Petugas Haji/ Pembimbing dan PPIH diberikan pembinaan 
sebelum melaksanakn tugas melayani Jemaah? 
Q. Apakah ada sanksi bagi petuas haji ketika melyani Jemaah kurang 
efektif/ada kesalahan  ketika dilapangan dalam melayani Jemaah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
DOKUMENTASI 
 
Proses Ujian Pemilihan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2020 
 
Proses Ujian Pemilihan Pembimbing  Ibadah Haji 2020 
 
  
 
Wawancara dengan H. Muhammad Hakam, S.Ag, M.Ag 
Kasi Pembinaan Haji dan Umrah 
 
 
Wawancara dengan H. Suhardi, HS. S. Ag. MA 
Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji 
  
 
Wawancara dengan Aisyah 
Staf Pelayanan Haji dan Umrah 
 
 
Salah satu Pembimbing Ibadah Provinsi Riau tahun 2018 
  
  
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji melayani jamaah.  
 
Pembimbing dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji siap melaksanakan tugas.  
 
  
  
  
  
 
